
 

 

BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR     54      TAHUN  2018 

TENTANG   

SMART NAGARI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN,   

 

 

 

 

Menimbang 

: 

a. bahwadalamrangkapeningkatanpelayanankepadamasyarakat, perlumemberikanpelayananterbaik, 

pemerintahdituntutuntuklebihresponsifdalammenyelenggarakanpemerintahan yang baikdanbersih (good governance).;  

  
b. bahwapemanfaatanteknologiinformasidankomunikasimenjadifaktorkunciuntukmenjadikansebuahdaerahmenjadidaerah 

yang cerdas (Smart City), Smart 

nagarimerupakansaranauntukmeningkatkanfungsipemerintahnagaridalambidangpelayananpublik, 

pemberdayaanekonomimasyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, 

danpeningkatankapasitassumberdayamanusia, sehinggamampumemberikanmanfaatsebesar-

besarnyauntukkepentinganmasyarakat;  

  

c. bahwakegiatan smart nagarimampumengakomodasisemuakepentinganlapisanmasyarakatterutama di tingkatnagari, 

sehinggaperlumelibatkanperansertapemerintahnagaridanmasyarakat di nagari; 

 d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a, huruf b danhuruf c, 

perlumenetapkanPeraturanBupatitentangSmart Nagari. 

Mengingat: 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 

TambahanLembaran Negara Nomor 4301);    



 

 2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Nomor 4421);                    

 3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, 

TambahanLembaran Negara Nomor 4674), sebagaimanadiubahdenganUndang-UndangNomor 24 Tahun 2013 

(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, TambahanLembaran Negara Nomor 5475);  

 4. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4866);  

 5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 

TambahanLembaran Negara Nomor 5038);  

 6. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, 

TambahanLembaran Negara Nomor 5063);  

 7. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 5234);  

 8. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangNagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  

 9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahdua kali 

denganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara 

Nomor 5679);  

 10. PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, 

TambahanLembaran Negara Nomor 4588); 

 11. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 

tentangNagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Nomor 5539), 

sebagaimanadiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, 

TambahanLembaran Negara Nomor 5717);  

 12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 2 Tahun 2014 

tentangPengelolaanJaringanDokumentasidanInformasiHukumKementerianDalamNegeridanPemerintah Daerah;  

 13. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun   2015   tentangPembentukanProdukHukum Daerah;  

 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah KabupatenPesisir Selatan; 

 

 15. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor8 Tahun2016 tentangSmart City PemerintahKabupatenPesisir Selatan. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG SMART NAGARI 

 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:  

1. BupatiadalahBupatiPesisir Selatan; 



 

2. Pemerintah Kabupaten adalahPemerintahKabupatenPesisir 

Selatan; 

3. Perangkat Daerah yang 

selanjutnyadisebutPDadalahPDKabupatenPesisir 

SelatansebagaimanadiaturdalamPeraturan Daerah 

KabupatenPesisir SelatanNomor8 Tahun 

2016tentangOrganisasiPerangkat Daerah KabupatenPesisir 

Selatan; 

4. Nagariadalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-

bataswilayah yang 

berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakat

setempatberdasarkanasal-usuldanadatistiadatsetempat yang 

diakuidandihormatidalamsistemPemerintahan Negara 

KesatuanRepublik Indonesia; 

5. PemerintahanNagariadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan

olehPemerintahNagaridanBadanPermusyawaratanNagaridalamm

engaturdanmenguruskepetinganmasyarakatsetempatberdasarka

nasal-usuldanadatistiadatsetempat yang 

diakuidandihormatidalamPemerintahan Negara 

KesatuanRepublik Indonesia; 

6. SmartNagariadalahkonseppengembanganmasyarakatdalamsuatu

komunitasuntukmelakukansesuatusecaracerdas/pintar/bijakdal

ammengatasiberbagaipermasalahandengankemampuansumberd

aya yang tersediadenganefisien di suatuwilayah yang 

dihuniolehmasyarakat yang 

membentukkelompoksendiridengantatanankehidupan yang 

terkaitdenganadatistiadatsetempatdannorma-norma yang 

berlakudidalamnya; 

 

BAB II  

TUJUAN  

Pasal 2  

PeraturanBupatiini di susundengantujuanmenciptakan  smart 

nagari yang 

terintegrasidalammeningkatkanpelayananpublikuntukmembangund

anmengembangkanaplikasidansisteminformasimendukungterwujud

kan smart goverment, smart environtment, smart living, smart 

economy, smart mobility, dan smart people di  KabupatenPesisir 

Selatan. 

 

 

BAB III  

SASARAN  

Pasal3 



 

(1) Smartnagaridilaksanakan di semuaNagari di KabupatenPesisir 

Selatansecarabertahap; 

(2) Pelaksanaansecarabertahapsebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

diprioritaskanpadaNagari yang telahmemenuhikualifikasi; 

(3) Kualifikasi yang harusdipenuhisebagaimanadimaksudpadaayat 

(2) antara lain:  

a. Kelengkapansaranadanprasarana;  

b. Potensiunggulannagari; dan 

c. sumberdayamanusia.  

(4) Saranasebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf a, antara lain:  

a. ruangan yang memadai;  

b. meubeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)  

c. papanpengumuman/informasi;   

 

(5) Prasaranasebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf b, antara 

lain:  

a. listrik;  

b. air bersihdansanitasi;  

c. toilet bersih;   

d. tempatsampah;   

e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);  

f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);   

g. perpustakaanNagari;  

h. jaringan/koneksiteknologiinformasi (internet); dan 

i. prasarana lain yang dianggapperlu.  

(6) Sumberdayamanusiasebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf c, 

terdiridaripejabat/pegawai/staf/petugas di Nagari yang 

diberipelatihan/pendampingandanpembinaandalammemberikan

pelayanan prima kepadamasyarakat.  

 

 

 

 

BAB IV  

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN  

Pasal4 

(1) Nagaridiberikanpembinaandanpendampingan agar 

dapatmemenuhikualifikasisebagaimanadimaksuddalampasal3 

ayat (3); 



 

(2) Pembinaandanpendampingansebagaimanadimaksudpadaayat 

(1) dilaksanakanolehmasing-masingPeragkatDaerah yang 

memiliki program kerjaterintegrasidengan program SmartNagari; 

(3) Bupatimelakukanpengawasanterhadappelaksanaan program 

SmartNagari di KabupatenPesisir Selatan; 

(4) Camatmelakukanpengawasanterhadappelaksanaan program 

SmartNagari di Nagarisetempat; 

(5) KepalaPerangkatDaerahmelakukanpengawasanterhadappelaksa

naan program kerjaPerangkatDaerah yang terintegrasidengan 

program SmartNagari; 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN  

Pasal5 

Pembiayaanataspelaksanaan program 

SmartNagaridapatdibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja 

Daerah (APBD) KabupatenPesisir Selatan, 

dan/atauAnggaranPendapatandanBelanjaNagari (APBDes).  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal6 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan;  

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempata

nnyadalamBerita Daerah KabupatenPesisir Selatan.  

 

 

Ditetapkan di Pesisir Selatan 

Padatanggal 25 April 2018 

 

BUPATI PESISIR SELATAN,  

 

   

           HENDRAJONI 

 

 

 

 

Diundangkan di Pesisir Selatan 

Padatanggal 25 April  2018 

 

SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 



 

 

 

Ir. ERIZON, MT 

Pembina UtamaMadya 

NIP.19630323 199003 1 005 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 54 

 

 

 

 

 


